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Indirect Evidence digunakan oleh KPPU sebagai bukti utama untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis
di antara para pelaku usaha minyak goreng sawit yang dicurigai melakukan kartel. Namun di satu sis,
penggunaan indirect evidence masih menjadi perdebatan di Indonesia, karena selain mengandung ambigu,
penggunaannya belum diatur secarategas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini akan menguraikan
indirect evidence yang digunakan oleh KPPU untuk membuktikan dugaan-dugaan kartel minyak goreng.
Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Peraturan
mengenai indirect evidence harus diatur |ebih jelas dan terperinci di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 sehingga putusan KPPU dapat diperkuat di tingkat banding maupun kasasi. Di samping itu
Hakim/Hakim Agung di tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi hendaknyatidak bersikap rigid dan legalistik
dengan hanya menggunakan sistem pembuktian yang sifatnya konvensional. Hakim/Hakim Agung
seharusnyatidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja melainkan juga dengan menggunakan
penafsiran-penafsiran hukum yang bertujuan untuk keadilan.

Indirect evidenceis used by KPPU as the primary evidence to prove the existence of awritten agreement
between the businessmen suspected of palm oil cartel. However, on the one hand, the use of indirect
evidenceis still being debated in Indonesia, because in addition to containing ambiguity, its use has not been
set explicitly in the Indonesian legal system. Thisthesiswill describe the indirect evidence used by KPPU to
prove the allegations of palm oil cartel. This study is a normative legal research using qualitative analysis.
Regulations on indirect evidence should be arranged more clearly and in more detail in the Act No. 5 of
1999 to strengthened the verdict of KPPU when appealing in district court as well asin supreme court. In
addition, Judge / Supreme Court Judge at the District and Supreme Court should not be rigid and too focus
on the regulation using only conventional system of evidentiary. Judge / Supreme Court Judge should not
only refer to the Act alone but also refers to the use of interpretations of law aimed at justice.
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